BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Dari seluruh penjelasan penulis dari Bab I hingga Bab IV dalam karya
tulis ilmiah hukum ini, maka dapat diajukan kesimpulan penulisan sebagai
berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di Indonesia hingga
saat ini masih mengalami kekosongan hukum. Kekosongan hukum
pengaturan kerja rumahan dan pekerja rumahan Indonesia berdampak pada
tereksposnya kekurangan perlindungan hukum pekerja rumahan Indonesia
sebagaimana terdapat pada pembahasan 2.1.3. Hal ini jelas terlihat melalui
adanya proses informalisasi menjadi pekerja rumahan yang dilakukan oleh
para pemberi Kkerja atau pengusaha di Indonesia, sebagaimana telah
dijelaskan pada pembahasan 4.1 di atas. Adanya informalisasi yang
dirasakan oleh pekerja rumahan Indonesia menjadi sebuah cerminan yang
menampilkan sisi hukum ketenagakerjaan Indonesia yang tidak
melindungi secara maksimal bagi kerja rumahan dan pekerja rumahan.

2. Bahwa standar perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di dalam
Konvensi ILO Nomor 177 tentang Kerja Rumahan telah mencakup aspek-
aspek esensial yang harus terpenuhi, baik untuk kerja rumahan maupun
pekerja rumahan, dimana hak-hak yang dimiliki pekerja rumahan dalam
Konvensi Kerja Rumahan ini didasarkan pada Deklarasi Fundamental
Konvensi ILO Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Deklarasi
Fundamental Konvensi ILO Tahun 2022. Hal ini dapat ditemukan dalam
penjelasan rinci 3.1.1 tentang Perlindungan Pekerja Rumahan berdasarkan
Konvensi Kerja Rumahan, di mana penulis telah merincikan enam aspek
esensial yang menjadi jiwa dari kerja rumahan dalam Konvensi Kerja
Rumahan. Untuk melengkapkan produk hukum tersebut, ILO
menambahkan Rekomendasi Kerja Rumahan yang dapat dipakai sebagai
petunjuk pelaksanaan agar setiap Negara Anggota ILO yang meratifikasi
Konvensi Kerja Rumahan dapat memahami langkah-langkah dari

Konvensi Kerja Rumahan lebih mendalam.
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3. Bahwa, standar perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di dalam
Undang-Undang B.E. 2553 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja
Rumahan Thailand telah mencakup aspek esensial kerja rumahan yang
harus terpenuhi, yang akhirnya memberikan kepastian hukum atas
perlindungan hukum pekerja rumahan di Thailand. Melalui kepastian
hukum yang diberikan oleh Thailand terhadap pekerja rumahannya,
terdapat berbagai hal yang dapat dipelajari oleh Indonesia dari Undang-
Undang Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand. Dengan dipelajari dan
diterapkannya aspek esensial yang terkandung di dalam Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand ini, di Indonesia akan
memberikan jaminan perlindungan hukum yang penuh bagi pekerja
rumahan. Mengingat bahwa di Indonesia perlindungan hukum pekerja
rumahan masih mengalami kekosongan hukum sebagaimana yang
dijelaskan dalam Penelitian Proyek ILO/MAMPU dan Penelitian The
SMERU Research Institute.

4. Bahwa, arah perlindungan pekerja rumahan dalam hukum ketenagakerjaan
Indonesia pada masa yang akan datang telah dirincikan penulis melalui
pembahasan 4.4 pada Bab 4 karya tulis ilmiah hukum ini. Dengan adanya
pengintegrasian proses pembentukan peraturan baru terkait kerja rumahan
dan pekerja rumahan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, Konvensi
dan Rekomendasi Kerja Rumahan, dan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumahan Thailand, arah pembaharuan hukum terkait Kerja
rumahan dan pekerja rumahan di Indonesia dapat menjadi jelas, tidak
semata-mata hanya sekadar untuk memperbaharui hukum, tetapi juga
sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan Sila Kelima dalam
Pancasila, yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan
adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang kerja rumahan dan
pekerja rumahan, maka diharapkan hukum ketenagakerjaan Indonesia pada
masa yang akan datang akan menyejahterakan seluruh pekerja rumahan

Indonesia melalui kepastian hukum atas perlindungan hukum mereka.
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5.2. Saran
Dari seluruh Kesimpulan dalam karya tulis ilmiah hukum ini, maka
penulis dapat diajukan saran penulisan sebagai berikut:

1. Sebaiknya, Pemerintah, dengan koordinasi para pihak yang berkaitan
langsung dengan kerja rumahan, segera melakukan survei terhadap
eksistensi kerja rumahan dan berbagai aspek kerja rumahan untuk
mendatakan jumlah keseluruhan pekerja rumahan di Indonesia;

2. Setelah itu, Pemerintah dapat mempertimbangkan saran dari Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan MK 75/2022 untuk membuat aturan khusus
dengan koordinasi para pihak yang berkaitan langsung dengan Kkerja
rumahan, yang menurut pandangan penulis akan sangat tepat jika
peraturan kerja rumahan dan pekerja rumahan Indonesia ini diatur di
dalam bentuk Undang-Undang tentang Kerja Rumahan. Alasan mengapa
pengaturan kerja rumahan dan pekerja rumahan Indonesia diatur dalam
undang-undang adalah sebagai berikut:

a. suatu undang-undang memiliki daya berlaku dan kekuatan hukum
mengikat bagi seluruh wilayah Indonesia. Dengan diaturnya kerja
rumahan dan pekerja rumahan dalam cakupan undang-undang, maka
pengaturan kerja rumahan dan pekerja rumahan dapat berlaku di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. setiap pekerja rumahan di Indonesia memiliki hak sebagai pekerja,
sebagaimana hak pekerja ini merupakan mandat dari Konstitusi
Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD-1945). Hak pekerja ini diatur dalam Pasal
27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan (2), dan Pasal 33 ayat (1);

c. hak pekerja rumahan sebagai pekerja di Indonesia merupakan Hak
Asasi Manusia, yang ditegaskan dalam bentuk Undang-Undang Dasar
Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-1945). Alhasil,
pengaturan terhadap pekerja rumahan Indonesia diatur dalam UUD-
1945,

3. Oleh karena pengaturan tentang kerja rumahan dan pekerja rumahan di

Indonesia diatur dalam bentuk undang-undang dasar, muatan aturan yang
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wajib ada dalam ius constituendum Indonesia terkait kerja rumahan dan

pekerja rumahan sekurang-kurangnya harus memuat aspek:

a.
b.

terminologi hukum kerja rumahan dan berbagai subjek hukum terkait;
berbagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum terkait
dalam kerja rumahan;

cara pengupahan per satuan atau per potong dengan perhitungan yang
memfasilitasi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak;

penegasan kembali kesehatan dan keselamatan kerja dalam undang-
undang perlindungan pekerja rumahan Indonesia;

lembaga independen yang menjadi wadah perlindungan pekerja
rumahan Indonesia, dengan susunan keanggotaan perwakilan dari: a)
Komisi IX DPR-RI yang mengurusi masalah ketenagakerjaan, b)
Kementerian Ketenagakerjaan-RI, ¢) Kementerian Hukum dan HAM-
RI, d) Kementerian Sosial-RI, €) ahli ketenagakerjaan Indonesia dari
kalangan akademisi, dan f) pekerja rumahan sendiri;

lembaga tripartit khusus yang mengurusi masalah kerja rumahan dan

pekerja rumahan Indonesia;

. perluasan lingkup pekerjaan Ditjen Binwasnaker & K3 — RI untuk

membina dan mengawasi kerja rumahan dan pekerja rumahan Indonesia
sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia; dan

perluasan lingkup perkara Peradilan Hubungan Industrial di Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI) Indonesia untuk permasalahan hukum kerja

rumahan dan subjek hukum terkait dalam kerja rumahan.
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